ABSTRAKPERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA—KEMENTERIAN KEUANGAN

2021

PERMENKEU
PERATURAN

RINOMOR 118/PMK.01/2021 TANGGAL8 SEPTEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1031)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : -

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan, organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan perlu
disesuaikan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum Peraturanini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas,
Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan
Presiden. Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan
unsur pimpinan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan
negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Susunan Organisasi Kementerian Keuanganterdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang
Kepatuhan Pajak, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Staf Ahli Bidang Penerimaan
Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan
Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Staf Ahli
Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan
Hubungan Kelembagaan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat
Pembinaan Profesi Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Setiap
unsur di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setiap unsur di
lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Setiap unsur di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun proses
bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Setiap unsur di lingkungan
Kementerian Keuangan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban
kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatandi lingkungan Kementerian Keuangan.
Setiap unsur di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya
harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasibaik dalam lingkungan
Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga
lain terkait. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Bidang Penerimaan
Negara, Direktur Perpajakan Internasional, dan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan



Negara bertindak sebagai competent authority di bidang perpajakan. Kepala Badan
Kebijakan Fiskal, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
dan Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral bertindak sebagai Focal Point dalam
kerja sama internasional di bidang ekonomi dan keuangan. Apabila terjadi perubahan
atau pembentukan provinsi atau kabupaten/kota, pembagian tugas unit yang dibagi
berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan. Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pada saat
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan, tetap melaksanakantugas dan fungsinya sampaidengan
dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteriini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteriini mulai berlaku:

1. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasidan Tata
Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1896) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 1/PMK.01/2018tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan
Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan
(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 September 2021 dan diundangkan
pada tanggal 9 September 2021.

- Lampiran: halaman 961-1024.



